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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 4| TAHUN 2014
TENTANG
HAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALTEOTA METRO,

bahwa guna meningkatkar — derajat kesehatan
masyarakat Kota Meire diperlukan pengetahuan,
kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat
untuk senantiasa membiasakan hidup schat;

bahwa merokok adalah kebjasasn wvang dapat
mengakibatkan bahava bagi keschatan individu,
masyarakat dan lingkungan baik sccara langsung
maupun fidak langsung, sehingga diperlukan upaya
pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Paszal 115 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, maka  Pemerintah  Daerah  wajib
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buraf ¢ diatas,
periu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan
Tanpa Rokok.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Neomor & Tshun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten
Dati 11 Lampung Timur dan Kotamadya Dati 11 Metro
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tcntang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);



10.

4

14.

Et

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 125, Tambahan
Lembaran MNegara Eepublik Indonesia Nomor 4437)
schagaimana telah diubah beberapa kalh  terakhar
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara HRepublik Indenesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Iniernational Covenant on Economnic, Social,
rarud Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial, dan Budava [Lembaran Neguara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 118, Tambahan
Lembearan Negara Republik Indonesia Nomor 4557),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007  tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4846)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (entang
Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 fentang
Kesehatan (Lembaran Negare Republik Indoncaia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Teimun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan Yang Mengandung Zal Adikiif Berupa Produk
Tembakau Bagi Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tcntang
Nisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5133);

. Peraturan Bersama Menteri Keschatan dan Menteri

Dalam MNegeri Nomor 188/MENKES/PB/T/2011 dan
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok (Beritan Nepara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
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Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Dacrah Kola Metro Nomor & Tahun 2008
tentang  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah  Kota  Melro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor O,
Tambahan Lembaran Daersh Kota Metro Nomor 106);

Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Dacrah Kota
Metro Tehun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Dacrah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Melro Tahun 2012
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomor O1});

Dengan Perseiujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Menetapkan

ROKOH.

dan
WALIKOTA METRO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1.

2.

[Daerah adalah Kota Metro.

Pemerintah Daerah  adalah  Walikota dan Perangkat
Dacrah Kota Metro scbagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Dewan  Perwakilan Ralcyal Daerah  selanjuinya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakifan Rakyat Daerah
Kuola Metro.

Walikota adalah Walikota Mctro.

Badan adalah Sekumpulan orang dan/atan modal, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan f(erbatas, perscroan
komanditer, perseroan  lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN] atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengun cara dan dalam bentuk spapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
vayasan, organisasi massa, organisasi politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
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16,

17,

15.

149,

20,

21.

232,

Orang adalah seliap orang pribadi.

Kesehatan adalah Keadasn sehat baik secara fisik, mental, sosial dan
budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara
sosial duan ekaonomi,

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk ccrutu atau
bentuk  lainnva yang dihasilkan dari tanaman Nicotiona  Tobocrr,
Nicotiana Pustica dan spesics lainnya atau sintetisnya vang mengandung
nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan

Merokok adalah kegiatan membakar dan/atan mengisap rokok.

Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap
rokok dari rokoknya vang sedang dibakar.

Perokok [Pasif adalah setinp orang yang secara tidak langsung atau
terpaksa menghisap asap rokok dan asap perokok alktif.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau arca yang dinyatakan
dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan/altau mempromosikan produksi tembakau.

Tempal alau Ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang
berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan danfatau usaha.
Tempat sarana keschalan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenpggarakan upaya keschatan seperti Kumah Salat, puskesmas,
poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai
kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat prakiek bidan,
posvandu, toko obat atau apolek, laboratorium dan tempat keschatan
lainnya.

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan
belajar mengajar atau pendidikan dan  pelatihan  seperti  Sckolah/
Madrasah, Pergurnan Tinggi, Pendidikan non formal dan informal, Taman
Pendidikan Al OQuran/Taman Pendidikan Seni Al Qurian/Madrasah
Dinivah Awaliyah, Perpustakaan, Ruang Prakick alau Laboratorium,
Museum dan sejenisnya.

Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukan untuk
kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, lermnpat pengasuban
anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dan
termpat bermain anak-anak lainmys,

Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanaken ritual keagamaan
seperti Masjid termasuk musholla, Gereja dan tempat ibadah lainnya
termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakal seperti bus
umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anuak sekolah,
mobil angkutan karyawan.

Tempal umum adalah semua tempal lertutup yang dapal diakses oleh
masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatlkan bersama-
sama untuk kegiatan masyvarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta,
dan Masyarakat.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan terfutup atau terbuka,
bergerak atou totap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki
tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber
atay sumber-sumber bahaya.

Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka
dan [atau tertutup yang dipergpunakan untuk kegiatan olah raga.

Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat
dimanfaatkan bersuma-sama untuk kegiatan masyarakat.



23. Tim Pengawas yang sclanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabal

Pepawsai Megeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota
masyarakat yvang ditunjuk olech Walikola yang mempunyai tugas untuk
membing  dan mengawasi  pelaksanaan  kegiatan perlindungan bag
masyarakal bukan perokok.

BAB 01
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Berasaskan:

oS R g

b R
a —
i

kepentingan kualitas kesehatan manusia;
keseimbangan keschatan manusia dan lingkungan;
kemanfaatan umum;

keterpaduan;

kescrasian;

kelestarian dan berkelanjutan;

partisipatil;

keadilan;

transparansi dan akuntabilitas,

Bagian Keduna
Tujuan
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a.

k.

(1)
<]

()

memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bugi pernkok aktfl dan
perokok pasil;

memberikan  ruang dan  lingkungan yang bersih dan  sehat bag
masyaraleat;

Melindungi kesehatan masyvarakat secars umum dan da mpak buruk
merokok baik langsung maupun tidak langsung;

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
untuk meningkatkan kescjahteraan masyarakat;

untuk mencegah perokok pemula.

BAE II1
HAK DAN KEWAJIBEAN

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 4
Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas

dari asap rokok.
Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai
bahava asap rokok bag kesehatan.

Sctiap orang berhak mendapatkan informasi mengenal kawasan tanpa
rokol.



Pasal S

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan scbagai
kawasan tanpa rokok.

(1)

(2]

(=)

(1)
(2]

1)
(4)

Bagian Kedua
Badan

Pasal 6

Pimpinan badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan
sebagai  kawasan tanpa rokok mempunyai tanggungjawab dan
berkewajiban:

a. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai dengan persyaratan
di semua pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu dan
mudah dibaca dan/atau didengar atau berupa pengumuman yang
dapat berupa pamflet atau audio visual;

bh. dilarang menyediakan tempat merokok;

c. melakukan pengawasan internal pada tempat/lokusi yang menjadl
tanggungjawabnya.

Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai

Kawasan Tanpa Rokok berhak melarang semua orang untuk tidak

merckok.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-
tanda dilarang merokok schbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walilcota,

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Bagian Kesatua
Umum
Pasal 7

Walikota menctapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Walikota,
Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipnati:

tempat umum;

a. lempat sarana keschatan;

b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat kegiatan anak-anak;

d. tempat ibadah;

e. anglutan umum;

[. tempat kega;

g,

h.

tempat sarana olah raga;

i. tempat lainnya yang ditetapkan.

Untulk tempat sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf f; g dan b dapat
disediakan tempat khusus bagi para perokok.

Tempat khusus untuk merokok schagaimana dimaksud pada ayat (3)
hars memenuhi persyaratan:

w. merupakan ruang terbuka alau ruang yang berhubungan langsung
dengan udara luar sehingpga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

b. terpisah dari pedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang
digunakan untuk beraktivilas;



(1)

(1)

(<)
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[1]

(2]

(3]

c. jauh dar pintu masuk dan keluar; dan
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Bagian Kedua
Tempat Sarana Kesehatan

Pasal 8

Sctiap orang dilarang merokok di lempal sarana kesehatan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang meliputi Rumah Salkit,
Puskesmas, Poliklinik Keschatan, Pusal/Balai Pengobatan, Rumah
Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, iempat praktek Dokter, tempat
praktck Bidan, Posyandu, Toko obat atau Apoiek, Laboratorium dan
tempat kesehatan lainnya.

Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan,
menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan
sehagaimana dirmaksud dalam Pasal 7 ayat {2) hurul a.

Sarana sebagimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2} adalah di tempat
atau gedung tertutup sampai batas luar pagar arca sarana kesehatan.

Bagian Betiga
Tempat Prozes Belajar Mengajar
Pasal ©

Setinp orang dilarang merokolt di tempat proses belajar mengajar
schagimana dimaksud dalam Pasal 7 awat (2) huruf b vang meliputi
Sekolah, Perguruan Tinggi, tempat Kursus, Taman Pendidikan, Al Qurian
ITPA)/Taman Pendidikan Seni Al Qur'an ([TPS4)), termasuk roang
Perpustakaan, ruang Praktek atau Laboratorium, Museum dan sejenisnya.

Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan,
mu:n_]Lml dan/ataun membeli produk rokok di tempal proses belajar
mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Tempat proscs belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2) adalah di termpat atau gedung tertutup sampai batas lerluar pagar
area proses belajar mengajar.

Bagian Keempat
Tempat Kegiatan Anak-Anak

Pasal 10

Setiap orang dilarang merokek di tempalt kegiatan anak anak sebagimana
dimalksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurufl ¢ yang meliputi tempat penitipan
anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD],
Taman Kanak-Kanak dan tempal bermain anak-anak laiooya,

Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan,
menjusl, danfatau membeli produk rokok di tempat kegatan anak-anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurafl .

Tempat kegiatan anak-anak scbapgaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2] adalah di tcmpat atau pedung tertutup danfatan areal sampad
batas pagar lerluar.
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Bagian Kelima
Tempat Ibadah
Pasal 11

Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2] huruf d yang meliputi Masjid termasuk Musholla,
Gergja dan tempal ibadah lainnya termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng
dan lempal ibadah laannya.

Sefiap orang atau  badan dilarang mempromosikan, mengiklankan,
mcnjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah schagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

Tempat ibadah scbagaimana dimaksud pada aval (1) dan ayal (2) adalah
sampal dengan batas terluar pagar area tempat penbadatan.

Bagian Keenam

Angkutan Umum
Pasal 12

Setiap orang dilarang merokok di tempat angkulan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2) hurul e, yvang meliputi bus wmum,
angkutan kota, kendaraan wisata, bus anghkutan anak seckolah, mobil
anghkulan karyawai.

Sctigp orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan,
menjual, danfatau membeli produk rokok di tempat angkutan umum
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e,

Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayal (1} dan ayat (2)
adalah di dalam kendaraan angkutan umum.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja
Pasal 13

Sctinp orang dilarang merokok di tempat kerja scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 avat (2] huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik
sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (I'Nl)/Kepobsian Negara
Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta.

Setinp orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan,
menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja scbagaimana
dimaksud dalam Pa=sal 7 ayat (2) huruf [

Tempat kerja scbagaimansg dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
tempat danfatau gedung lerlutup sampai batas kucuran air dar atap
paling luar terhadap tempat danf atau gedung tertutup.

Bagian Kedelapan
Tempat Umum
Pasal 14

Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g seperti pasar, tempat wisata, tempat
hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, terminal.
Tempat umum schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau
gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar,

Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli
roknk di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada
ayat {2}
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(L)
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(1)

(2)
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[
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Bagi badan schagaimana dimaksud pada avat (3] vang mempromosikan
dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dan Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan
Sarana Olah Raga
Pasal 15

Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olah raga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 avat [2) huruf h, yang meliput sarana olah raga
dan tempat olah raga.

Setinp orang atau hadan dilarang mempromosikan, mengiklankan,
menjual, danfatau membeli produk rokok di tempat sarana olah raga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2] hurul h.

Surana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2} adalah
ditempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar arca sarana olah

raga.
Bagian Kesepuluh
Tempat Lainnya Yang Ditetapkan
Pasal 16
Setiap orang dilarang merokok di tempat lainnya yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 1, vang meliputi

lempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakal.

Larangan sebagaimena dimaksud pada ayat {1) tidak termasuk untuk
kegiatan menjual dan/atan membeli, mempromosikan dan mengiklankan
produk rokok.

Scliap orang dan/fatau badan yang mempromosikan dan mengiklankan
produk rokok wajib mempunyai izin scsuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Termpat lainnya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tempal lerbuka sampai batas terluar pagar.

Ketentuan mengenal tempat lainnya  yang ditetapksn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 17

Walikota melakukan pembinaan atas:

a. perlindungan terhadap warga masyara kat dari bahaya rokak;

b. terwujudnya kawasan tanpa rokok.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyebarluasan informasi dan sozializasi melalui media cetak dan
elektronik;

b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasl masyarakat,
kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh

AEAIMA;
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c. memaotivasi dan membangun partisipasi scria prakarsa masyaralat

untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye
kawasan tanpa rokok;

d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan
masvarakatl dari paparan asap rokok;

e,  bekerja sama denpan badan-badan lembaga-lembaga nasional
maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari
paparan asap rokok.

. pemberian penghargaan kepada perorangan/kelompek masyarakat
yang telah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 18
(1) Walikota membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok
baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam
kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah.

(3] Tim dalam mclakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetlebih dahulu  memberitahukan  maksud dan  tajuannya kepada
pimpinan badan, kecuali inspeksi mendadalk.

(4) Dalam melaksanakan kewenangun sehagaimana dimaksud pada ayat (2],
tim berkoordinasi dengan pumpinan badan.

Pasal 19

(1) Walikota menunjuk Saluan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD) yang
mempunyal tugas pokok dan fungsi pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, SKPD sebhagaimana
dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Tim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1).

{(3) Hasil pengawasan dan pengendalian schagimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Walikota,

Pasal 20

Setiap  pimpinan  badan  wajib  dan  bertanggungjawab melaksanakan
pengawasan  di linglkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan
kewenangantya.

BAE VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21
(1) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan  dalam
permbentukan Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} antara lain:
a. berperan serta dalam pembentukan Kawasan Tanpa Rokok;
b. mengetahui secara terbuka Kawasan Tanpa Rokok;
(3] Kewajiban masyarakat sebagaimuana dimaksud pada ayal (1) antara lain:
a. berperan serta dalam memeliharm Kawasan Tanpa Rokok;

bh. berlaku tertib dan mematuhi ketentuan dalam melaksanakan
Kawasan Tanpa Rokok.
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{4) Pecran serta masyarakai dapat dilakukan sccara:
a. pCcrorangan;

b. |kelompolk;

¢. badan hulkum;
d badan usaha;
e. lembaga;

I.

organisasi

Pasal 22

Peran masyarakat diarahkan unnik:

a. menggunakan hak uniuk mendapatkan linglkungan yang bersihi dan sehat
agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain.

b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang  dalam
mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 23

Peran masyarakat dilaksanakan melalug

4. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan
pemantauan dan pelaksanasn kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;

b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, seria
penyeharluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa
Fokok;

c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan
Tanpa Rokolk;

d. memberitahu pemilik, pengelola dan penangungjawah Kawasan Tanpa
Rokok jika terjadi pelanggaran;

e.  melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran,

BAR VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 24

Seliap orang yang melanggar ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2}, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2}, Pasal 11 ayat (2}, Pasal 12 ayat (2),
Pasal 13 avat (2) dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp.
1500000, - [seratus lima puluh ribu rapiah).

Bagian Kedua
Badan
Pasal 25

(1} Sctiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2], Pasal 9 ayal (2), Pasal 10 ayat
(2), Pasal 11 avat [2), Pasal 12 ayat (2], Pasal 13 aval (2] dikenakan sanksi
adminisirasi dengan lata cara sebagai berikut:
4. teguran teriulis pertamag
b. apabila dalam waktu 3 (tiga] hari scjak dilerimanya teguran tertulis
pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran lertulis kedua;
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c. apahila dalam waktu 3 (tga] hari sejak diterimuanya teguran terlulis
kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga;

d.  dalam waktu 3 [bga] hari sejak diterimanya tcguran tertulis ketiga
tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda adminisirasi
dan fatau penyegelan.

e, dends administrasi sebagaimana dimaksud pada avar {1) huraf d
dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta
rupiahl.

{2] Setap pimpinan badan yang telah melakukan pelangparan sebanyak 3

(tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa

pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usahanya,

EBAR VIII
SANKSI BAGI APARAT
Pasal 26

Aparat yang berwenang yang lidek menguwasi Kawasan Tanpa Rokok
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (2] dapat dikenakan sanksi
administrasi kepegawaian sesual ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAE IX
PENYIDIKAN
Pasal 27

(1} Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPN3) lerteniu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang penyidik untuk meclakukan penyidikan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hulkum Acara Pidana.

(2] Wewenang PPNS sebagmomana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.  menermd laporan pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b.  melakukan tindaskan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakulan pemenksaan;

¢.  menyurub berhenti sescorang tersangka dan memeriksa  tanda
pengenal dan tersangka;
melakukan penyitaan benda danfatau surat;

e, mengambil sidik jari dan memotret tersanghka;

[.  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa schagai tersangka
dlau saksi;

g mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;

h.  mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari Penyvidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut
merupakan tindak pidana dan selanjuinya melalni Penvidik
membertahukan hal tersebut kepada Penuntui Umum, tersanglka
atan keluarganya;

1. melakukan  tindakan  lain menurut hukum  vang  dapat
dipertanggungiawablkan.

(3) PPNS sebagsimana dimaksud pada ayvat (1) berada di bawah koordinasi
Penyidik POLRI scsuail dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hulkum Acara Pidana.
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FPNE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikannya dan menvampaikan hasil penyidikannya kepada Penunrut
Umum melalui Penyidik POLEID sesuai dengan ketemtuan wvang diatur
dalam Undang-Undang Hukum Acama Pidana.

BAB X
HKETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Seliap orang yang mclanggar ketentuan Pasal 5 diancam dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga} hari atau denda paling banyak Rp. 200,000,
- jdua ralus ribu rupiah).

Tindak pidana schagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pclanggaran.
Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa
tindakan pidana kejahatan danj/atau tindakan yang mengakibatkan
kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain,
atau mengakibatkan kerusakan lnghkungan hidup disncam dengan
hukuman pidana sesuai dengan kelentuan  peraturan  Perundang-

undangan.

BAB X1
PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro,

#PARAF HIERARKHIS | T
.*Enkl:la. _f1 pada tanggal 24 Al 2014
Ass finooan dern i ; WALIKOTA METRO,

Kenala Esgiﬁll_jﬂm“ - 5 — L —
s S W | commuad s

Diundanglkan di Metro
pada tanggal 2% Agnl 2014

SEKRETARIS KOTA METRO,

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NoMor 39

NOMOE EEGISTRASI FERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINGL LAMPUNG: {3 MTR 2004
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH EOTA METRO
NOMOR (4 TAHUN 2014

TENTARG

KAWASAN TANPA ROEOK

UMUM

Bahwa asap rokok terbuikti dapal membahayakan kesehatan individu,
masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung
schingga perha dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap
rokok.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
Peraturan Bersamsa Menternn Keschatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
|88/ MENKES/PB/1/2011 dan Nomer ¥ Tahun 2011 tenlang Pedoman
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah  diber
kewenangan untuk membuat regulasifaturan mengenai kawasan lanpa
rokok di dacrahnya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemeriniah Kota
Meiro membuat Peraturan Dacrah tentang Kawasan Tanpa Rokok, guna
meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, kemavan dan kemampuan
masyarakat untuk hidup schat dan terhindar dari dampak paparan asap
rokok yang dapat membayakan kesehatan.

Peraturan Daerah ini mengatur lokasi/tempal yang menjadi Kawasan
Tanpa Rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagl orang atan
badan yang melanggar/tidak memenuhi kewajiban dalam mclaksanakan
tanggung jawabnyva sebagal pimpinan badan di tempat kerjanya scbagai
daerah kawasan tanpa rokok, sanksi bagi aparatur yang tidak
melaksanaken tugasnya dalam mengawasi kawasan tanpa rekok dan juga
digtur fentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di kawasan
tanpa rokok.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas,
Pasal 2
Huruf a
Kepentingan  kualitas kesehatan manusia, berari  bahwa

penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semala-mata untuk
meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masvarakat,

Hurul b
Eeseimbangan keschatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa
pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang
antara kepentingan individu dan kelestanan lingkungan.

Huruf ¢
Kemanfatan umum, berarti hahwa Kawasan Tanpa Rolok harus
memberikan manfaat yang sebesar-besarmyas bagi kemanusiaan
dan perikehidupan yang schat bagi setiap warga Negara.



Huraf d

keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atlau
mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus
memperhatikan  berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,
sosinl, budava dan kesehatan.

Huruf £

Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang
memikul kewajilan dan fanggung jawab terhadap generasi
mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi denpan
melakukan upayva mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok, dan
pencegahan terhadap perokok pemula.

Hurufl g
Partisipatil, berarli bahwa seliap anggola masyarakat didorong
uniuk berperan akiil dalam proscs pengambil keputusan dan
pelaksanaan  Kawasan Tanpa Rokok, baik secara  langsung
maupun tidak lanpgsung,

Huruf h

Keadilan, berarti babwa pelaksansan Kawasan Tanpa Rokok

dilakukan harus menccrminksan keadilan secara proporsional bagi

sehap warga Negara, baik lintas gencrasi maupun lintas gender.
Hunaf i

Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga
masyvarakat dapat dengan mudah wuntuk mengakses dan
mendapatkan  informasi Kawasan Tanpa Rokok, serla dapat
dipertanggung jawabkan sesvai dengan ketentuan Peraluran
Perundang-undangan.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal &
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas,
Pasal 8
Avat (1)
Tempat kesehatan lainnya adalah lempat yang digunakan/
dimanfaatkan untuk pelayanan keschatan,
Ayal (2)
Cukup jelas,
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Culup jclas.



Pasal 10
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Culoup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

L"ukup Jelas,

Pasal 15

Cukup jelas,

Pasal 16

Cukup jelas.

Pas=al 17

Cukup jelas.

. Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Culoap jclas.

Pasal 20

Culkoup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2]
Cukup jelas,

Ayat (3]
Cukup jclas.

) Avat (4)

a. Yang dimaksud dengan perseorangan adalah orang pribadi.
b Yang dimaksud dengan kelompok adatah kumpulan manusia

Pagal 22

yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan
sislem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia
1tLL

- Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu hadan

(perkumpuian dan sebagainys) yang dalam hukum  diakui
scbagal subjek hukum (perseroan, yavasan, dan sebagainya).

- Yang dimaksud denpgan badan usaha adalah kesatuan vuridis

(hukum), teknis, dan ekonomis yvang bertujuan mencari laba
atau keuntungan.

. Yang dimaksud dengan lembaga adalah suatu badan dengan

tujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan dan melakukan
suat usaha.

- Yang dimaksud dengan organisasi adalah kelompok kerjasama

antara orang orang yang diadakan untuk tujusn bersama.

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
[asal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pagzal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Culaup jelas.
Pasal 2%

Cukup jelas.
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